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A. PENDAHULUAN 

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, pukul 13.45 WIB, Mahkamah 

Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU 

16/2004) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 

Kejaksaan Republik Indonesia (UU 11/2021) terhadap Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 

1945) dalam Perkara Nomor 30/PUU-XXI/2023. Dalam Sidang Pengucapan 

Putusan Perkara Nomor 30/PUU-XXI/2023, perwakilan DPR RI dihadiri secara 

virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan 

jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan 

Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. 

 

B. PEMOHON 

Bahwa permohonan pengujian UU 16/2004 j.o UU 11/2021 dalam perkara nomor 

30/PUU-XXI/2023 diajukan oleh Jovi Andrea Bachtiar, S.H., yang memberikan 

kuasa kepada Welly Anggara, S.H.,M.H., dkk yang kesemuanya merupakan 

advokat dan/atau konsultan hukum pada kantor hukum IDK & Partners Law 

Office, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.  



 

 

C. PASAL/AYAT UU 16/2004 JO. UU 11/2021 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengujikan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 

20 UU 11/2021 dan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 UU 16/2004 yang 

berketentuan sebagai berikut: 

 

Pasal 1 angka (3) UU 11/2021 

3. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang 

ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta 

wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. 

 

Pasal 19 ayat (2) UU 16/2004 

(2) Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 

 

Pasal 20 UU 11/2021 

Untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagai 

berikut: 

a. warga negara Indonesia; 

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

d. berijazah paling rendah sarjana hukum; 

e. sehat jasmani dan rohani; dan 

f. berintegritas, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. 

 

Pasal 21 UU 16/2004 

Jaksa Agung dilarang merangkap menjadi: 

a. pejabat negara lain atau penyelenggara negara menurut peraturan 

perundang-undangan;   

b. advokat; 

c. wali, kurator/pengampu, dan/atau pejabat yang terkait dalam perkara 

yang sedang diperiksa olehnya;  

d. pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara/daerah, 

atau badan usaha swasta; 

e. notaris, notaris pengganti, atau pejabat pembuat akta tanah; 

f. arbiter, badan atau panitia penyelesaian sengketa yang dibentuk 

berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

g. pejabat lembaga berbentuk komisi yang dibentuk berdasarkan undang-

undang; atau 

h. pejabat pada jabatan lainnya yang ditentukan berdasarkan undang-

undang. 

 
D. BATU UJI 



 

Bahwa Pasal 1 angka 3 dan Pasal 20 UU 11/2021 dan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 

21 UU 16/2004 dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 

24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 

Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak dan/atau 

kewenangan konstitusional Pemohon.  

 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 

Bahwa terhadap pengujian Pasal 1 angka 3 dan Pasal 20 UU 11/2021 dan Pasal 19 

ayat (2) dan Pasal 21 UU 16/2004 dalam permohonan a quo, Mahkamah 

Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh 

Pemohon sebagaimana tertuang dalam Paragraf [3.7] di atas, selanjutnya 

Mahkamah mempertimbangkan masalah konstitusionalitas norma Pasal 1 

angka 3 UU 11/2021 yang menurut Pemohon telah menimbulkan 

ketidakpastian hukum perihal kedudukan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum 

yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 1 angka 2 UU 

11/2021. Terhadap permasalahan konstitusionalitas norma yang dipersoalkan 

oleh Pemohon tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:  

Bahwa norma Pasal 1 angka 3 UU 11/2021 merupakan bagian dari 

Ketentuan Umum dalam UU 11/2021 yang di dalamnya memuat antara lain 

batasan pengertian atau definisi dari istilah Penuntut Umum yang akan 

digunakan secara berulang-ulang dalam pasal dan beberapa pasal selanjutnya 

[vide Lampiran II Angka 102 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang diubah terakhir kali 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022]. Oleh karena itu, apabila 

dilakukan perubahan terhadap Ketentuan Umum suatu undang-undang 

haruslah dilakukan secara saksama dengan mempertimbangkan dampaknya 

bagi keberlakukan pasal-pasal selanjutnya yang memiliki keterkaitan dengan 

batasan pengertian atau definisi yang telah ditetapkan dalam Ketentuan Umum 

agar tidak menimbulkan kerancuan bagi pasal-pasal yang merujuk pada 

batasan pengertian tersebut, in casu pengertian Penuntut Umum.  

Bahwa dalam kaitan dengan Permohonan Pemohon yang meminta untuk 

menambahkan frasa “Jaksa Agung” dalam ketentuan norma Pasal 1 angka 3 UU 

11/2021, menurut Mahkamah substansi yang diatur dalam Pasal a quo terkait 

dengan subjek serta batasan kewenangan dalam melakukan tindakan 

penuntutan secara umum yaitu ditujukan bagi Jaksa dalam melaksanakan tugas 

dan wewenang Kejaksaan. Sedangkan, tugas dan wewenang Jaksa Agung telah 

diatur secara tersendiri dalam Pasal 35 UU 11/2021. Oleh karena itu, 

menambahkan frasa Jaksa Agung dalam rumusan batasan pengertian “Penuntut 

Umum” dalam norma Pasal 1 angka 3 UU 11/2021 justru akan menimbulkan 

kerancuan pengertian Penuntut Umum itu sendiri terutama jika diterapkan bagi 



 

pasal-pasal berikutnya yang pada akhirnya justru menimbulkan ketidakpastian 

hukum. Sedangkan, kewenangan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi 

sebagaimana termuat dalam norma Pasal 18 ayat (1) UU 11/2021 merupakan 

kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa Agung secara ex-officio berdasarkan 

jabatannya sebagai pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang 

akan menjadi pengendali pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Kejaksaan 

dalam bidang penuntutan [vide Pasal 18 ayat (4) UU 11/2021]. Oleh karena 

kedudukan tersebut, jabatan Jaksa Agung ditetapkan statusnya sebagai Pejabat 

Negara, bukan pegawai negeri sipil [vide Pasal 19 ayat (1) UU 16/2004] 

sebagaimana Pemohon mengaitkan dalilnya dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 

UU 11/2021. Sekalipun, Jaksa Agung tersebut awalnya adalah jaksa karier yang 

berstatus pegawai negeri sipil (jabatan fungsional), namun apabila yang 

bersangkutan diangkat oleh Presiden sebagai Jaksa Agung maka statusnya 

sebagai pegawai negeri sipil justru harus diberhentikan sementara sepanjang 

yang bersangkutan belum memasuki batas usia pensiun [vide Pasal 88 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara]. Sementara itu, 

berkaitan dengan Jaksa Agung yang tidak berstatus sebagai PNS atau bukan dari 

internal Kejaksaan, kewenangan penuntutan tetap melekat kepada jabatan 

Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi. Oleh karenanya, tidak terdapat 

persoalan ketidaksesuaian norma dalam Pasal 1 angka 3 UU 11/2021 jika 

dikaitkan dengan norma Pasal 1 angka 2 dan Pasal 18 ayat (1) UU 11/2021. 

Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan norma Pasal 1 angka 3 UU 

11/2021 adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai 

kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan Penuntut Umum adalah 

Jaksa Agung dan/atau Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini 

untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta 

wewenang lain berdasarkan UndangUndang adalah tidak beralasan menurut 

hukum.  

[3.16] Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan Pasal 19 ayat (2) 

UU 16/2004 yang menyatakan, “Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh 

Presiden”, menurut Pemohon hal tersebut dapat mengganggu independensi 

lembaga Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya karena 

tidak terdapatnya mekanisme checks and balances dalam proses pengangkatan 

dan pemberhentian Jaksa Agung oleh Presiden. Oleh karenanya, Pemohon 

memohon agar Mahkamah memaknai norma yang dimohonkan a quo dengan 

“persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. Berkenaan dengan dalil Pemohon a 

quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 

[3.16.1] Bahwa Mahkamah pernah memutus terkait jabatan Jaksa Agung dalam 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-VIII/2010, yang diucapkan dalam 

sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 September 2010 dengan 

Amar Putusan sebagai berikut:  



 

5. AMAR PUTUSAN, 

Mengadili, 

Dalam Provisi:  

• Menolak permohonan Provisi Pemohon;  

Dalam Pokok Permohonan:  

• Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;  

• Menyatakan Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 

tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara RepubIik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia 

Nomor 4401) adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally constitutional), yaitu 

konstitusional sepanjang dimaknai “masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir 

dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu 

periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan 

dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan”; 

• Menyatakan Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 

tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara RepubIik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia 

Nomor 4401) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak 

dimaknai “masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa 

jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa 

jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh 

Presiden dalam periode yang bersangkutan”;  

• Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik 

Indonesia sebagaimana mestinya  

• Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;  

Berdasarkan Putusan a quo, Mahkamah pada bagian pertimbangan 

hukum Paragraf [3.24] menegaskan bahwa Kejaksaan adalah badan 

pemerintahan, dengan demikian pimpinannya juga adalah pimpinan dari suatu 

badan pemerintahan, dan ditafsirkan bahwa yang dimaksud badan 

pemerintahan adalah kekuasaan eksekutif. Pertimbangan hukum dalam 

Paragraf a quo memberikan konsekuensi bahwa sebagai bagian dari 

pemerintahan, Kejaksaan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam 

pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Presiden memiliki hak 

konstitusional untuk pengangkatan dan pemberhentian pimpinan tertinggi 

institusi Kejaksaan yaitu Jaksa Agung. Putusan a quo selanjutnya ditindaklanjuti 

oleh pembentuk Undang-Undang dengan mengubah norma Pasal 22 ayat (1) UU 

16/2004 yang memasukkan pengaturan Jaksa Agung diberhentikan dari 



 

jabatannya karena berakhirnya masa jabatan Presiden dalam satu periode 

bersama-sama masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa 

jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan [vide Pasal 22 ayat 

(1) huruf d dan huruf e UU 11/2021]. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Jaksa 

Agung adalah anggota kabinet yang pengangkatan dan pemberhentiannya 

tergantung pada Presiden sebagaimana halnya menterimenteri dalam kabinet. 

[3.16.2] Bahwa pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung tersebut 

merupakan bagian dari hak konstitusional Presiden yang dikenal dengan hak 

prerogatif, di mana secara doktriner diterjemahkan sebagai hak yang istimewa 

yang bersifat mandiri dan diberikan oleh konstitusi dalam lingkup kekuasaan 

pemerintahan. Meskipun secara eksplisit tidak disebutkan dalam UUD 1945, 

namun hak prerogatif Presiden dalam pembahasan perubahan UUD 1945 

disetujui oleh hampir semua fraksi dengan batasan yaitu tetap dibatasi oleh 

mekanisme checks and balances dalam rangka untuk membatasi besarnya 

dominasi dan peran seorang Presiden. Mekanisme checks (kontrol) dimaksud 

adalah adanya suatu pengawasan antara satu cabang kekuasaan terhadap 

cabang kekuasaan lainnya, sedangkan mekanisme balances (penyeimbang) 

dimaksudkan agar masing-masing cabang kekuasaan memiliki proporsi 

kewenangan yang seimbang, dalam arti tidak ada yang memiliki kekuasaan 

yang mutlak (absolut) atau melampaui kekuasaan lembaga negara lainnya. 

Tujuan diterapkannya mekanisme dimaksud adalah untuk menghindari 

penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang ataupun sebuah institusi ataupun 

untuk menghindari terpusatnya kekuasaan pada seseorang atau suatu institusi. 

Hal ini sejalan pula dengan salah satu tujuan perubahan UUD 1945 yang 

menghendaki dianutnya mekanisme checks and balances yang bertujuan untuk 

menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara yang berlangsung 

sebelum perubahan UUD 1945 sehingga dapat terwujud tata kelola bernegara 

yang demokratis dan modern, melalui pembagian kekuasaan, sistem saling 

mengawasi dan saling mengimbangi yang lebih transparan. Salah satu wujud 

mekanisme checks and balances adalah adanya fungsi pengawasan DPR 

terhadap pemerintah yang dilakukan dengan berbagai mekanisme yaitu dalam 

hal ini DPR dibekali dengan empat hak: (1) hak interpelasi; (2) hak angket; (3) 

hak menyatakan pendapat; (4) hak anggota DPR mengajukan pertanyaan. Hak 

ini dilakukan oleh DPR dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang 

antara lain melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, 

APBN, dan kebijakan pemerintah [vide Pasal 73 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 

tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 2/2018)]. 

Terlebih lagi, Pasal 74 UU 2/2018 juga telah memuat pelaksanaan tugas dan 

wewenang DPR, sebagai berikut:  



 

(1) DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, berhak memberikan 

rekomendasi kepada setiap orang melalui mekanisme rapat kerja, rapat 

dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, rapat panitia khusus, 

rapat panitia kerja, rapat tim pengawas, atau rapat tim lain yang dibentuk 

oleh DPR demi kepentingan bangsa dan negara.  

(2) Setiap orang wajib menindaklanjuti rekomendasi DPR sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1).  

(3) Dalam hal yang mengabaikan atau melaksanakan rekomendasi DPR 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat negara atau pejabat 

Pemerintah, DPR dapat menggunakan hak interpelasi, hak angket, hak 

menyatakan pendapat, atau hak anggota DPR mengajukan pertanyaan 

(4) DPR dapat meminta Presiden untuk memberikan sanksi administratif 

kepada pejabat negara yang berada dalam lingkup kekuasaan Presiden 

atau pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan atau mengabaikan 

rekomendasi DPR.  

(5) Dalam hal yang mengabaikan atau tidak melaksanakan rekomendasi DPR 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan hukum, warga negara, atau 

penduduk, DPR dapat meminta kepada instansi yang berwenang untuk 

memberikan sanksi.  

Frasa “setiap orang” yang dimaksud dalam ketentuan tersebut juga telah 

dijelaskan dengan merujuk pada Penjelasan Pasal 73 UU 2/2018 yang 

berkelindan dengan Pasal 74 UU a quo adalah orang perseorangan atau badan 

hukum atau pejabat negara atau pejabat pemerintah [vide Penjelasan Pasal 73 

ayat (1) UU 2/2018]. Artinya, sekalipun yang bersangkutan adalah pejabat 

negara yang apabila tidak melaksanakan rekomendasi DPR maka DPR dapat 

mengenakan sanksi dan melakukan pemanggilan paksa bagi pihak-pihak yang 

tidak bersedia menghadiri panggilan DPR [vide Penjelasan Umum UU 2/2018]. 

Dalam kaitan ini, DPR in casu Komisi III DPR, memiliki kewenangan untuk 

melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Kejaksaan Agung dalam rangka 

pelaksanaan fungsi pengawasan DPR. Oleh karenanya, Presiden dalam 

mengangkat Jaksa Agung pun tentu tidak akan secara asal menentukan orang, 

yang dikhawatirkan oleh Pemohon adalah orang yang tidak memiliki 

pengalaman dalam bidang penegakan hukum. Bahkan, dalam konteks ini 

seharusnya sebelum mengangkat Jaksa Agung, Presiden telah 

mempertimbangkan tidak hanya dari aspek penegakan hukum melainkan juga 

menilai secara komprehensif dari segala aspek agar Jaksa Agung yang akan 

diangkat tersebut benar-benar dapat menjalankan tugas, fungsi, dan 

kewenangannya sebagai pimpinan dan penanggungjawab tertinggi Kejaksaan. 

Bahwa dengan dilaksanakannya fungsi pengawasan DPR melalui hakhak 

yang dimilikinya, tentu akan berdampak bagi kinerja pemerintahan (Presiden) 



 

jika dalam rekomendasi DPR, Jaksa Agung yang merupakan bagian dari kabinet 

pemerintahan dinilai tidak dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan 

kewenangannya secara optimal sebagaimana yang ditentukan dalam UU 

Kejaksaan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena yang 

dikhawatirkan Pemohon atas pengangkatan, termasuk juga pemberhentian 

Jaksa Agung, sesungguhnya adalah karena tidak adanya mekanisme checks and 

balances, maka dalil Pemohon mengenai perlu adanya persetujuan DPR dalam 

proses pengangkatan, termasuk juga pemberhentian Jaksa Agung, menjadi tidak 

relevan lagi untuk dipertimbangkan mengingat mekanisme checks and balances 

sesungguhnya telah berjalan secara terus menerus dalam hubungan 

kelembagaan antara Presiden dan DPR. Sehingga, dalam pengangkatan Jaksa 

Agung pun Presiden senantiasa mempertimbangkan kapasitas, kapabilitas, 

kompetensi, dan integritas calon Jaksa Agung. Dengan demikian, berdasarkan 

uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 19 

ayat (2) UU 16/2004 bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan 

menurut hukum.  

[3.17] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan 

dalil Pemohon sepanjang pengujian konstitusionalitas norma Pasal 20 UU 

11/2021 yang menurut Pemohon norma tersebut harus juga mencakup syarat 

lulus Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ); berstatus sebagai 

Jaksa aktif atau Pensiunan Jaksa berpangkat jabatan terakhir paling rendah 

Jaksa Utama (IV/e); dan tidak pernah dan tidak sedang terdaftar sebagai 

anggota dan/atau pengurus partai politik. Terhadap dalil Pemohon a quo, 

Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:  

[3.17.1] Bahwa jabatan Jaksa Agung merupakan jabatan profesional yang 

mempunyai karakteristik khas serta memerlukan pengetahuan hukum yang 

baik dan keahlian khusus. Sebab, selain sebagai penuntut umum tertinggi, Jaksa 

Agung juga menjadi penasihat hukum negara ketika negara menghadapi 

permasalahan hukum yang berkaitan dengan kepentingan negara, kepentingan 

umum, maupun kepentingan hukum. Selain itu, seorang Jaksa Agung juga harus 

memiliki keahlian manajerial dalam memimpin dan mengkoordinir penegak 

hukum lainnya dalam upaya penegakan hukum karena hal ini terkait dengan 

fungsi Kejaksaan dalam segala lini pelaksanaan peradilan yaitu bidang pidana, 

perdata, tata usaha negara termasuk sebagai kuasa Presiden dalam beracara di 

Mahkamah. Oleh karena itu, Jaksa Agung haruslah orang yang berintegritas, 

memiliki kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi. Artinya, sekalipun Jaksa Agung 

diangkat dan diberhentikan oleh Presiden tetapi dalam pelaksanaan tugas dan 

kewenangannya harus terbebas dari intervensi pihak manapun. Sebab, Jaksa 

Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara 

independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani [vide 

Konsiderans Menimbang huruf c dan Penjelasan Umum UU 16/2004].  



 

Berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan diperlukannya 

syarat-syarat tambahan untuk menjadi Jaksa Agung, menurut Mahkamah akan 

menciptakan proses rekrutmen Jaksa Agung secara tertutup maksudnya adalah 

jabatan Jaksa Agung tidak dapat diisi oleh seseorang yang berasal dari luar 

institusi Kejaksaan yang memiliki kapasitas, kapabilitas, kompetensi, dan 

integritas. Hal demikian selain justru tidak memberikan kesempatan yang sama 

bagi warga negara untuk mengabdikan diri pada institusi Kejaksaan, juga telah 

membatasi hak prerogatif Presiden dalam menentukan siapa yang akan 

membantunya dalam melaksanakan tugas negara khususnya di bidang 

penuntutan. Meskipun demikian, Mahkamah sependapat dengan keterangan 

Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai Pemberi Keterangan yang diminta 

oleh Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan bahwa seorang Jaksa Agung 

mempunyai peran sentral dan strategis dalam menyelesaikan 

permasalahanpermasalahan hukum yang memiliki kompleksitas tinggi 

sehingga seorang Jaksa Agung tidak cukup hanya mempunyai latar belakang 

pendidikan sebagai sarjana hukum, namun membutuhkan kemampuan teknis 

dan penguasaan manajerial, anatomi kelembagaan serta memahami atau 

mempunyai pengalaman dalam penanganan penyelesaian perkara [vide 

keterangan Pemberi Keterangan Kejaksaan Agung Republik Indonesia 

bertanggal 19 Juni 2023 halaman 29]. Adapun dalam keterangan tambahannya, 

Kejaksaan Agung Republik Indonesia memberikan jawaban atas pertanyaan 

Hakim Konstitusi yang pada pokoknya menyatakan seorang Jaksa Agung yang 

memiliki latar belakang Jaksa karier akan memberikan nilai lebih karena telah 

memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengetahuan teknis 

penyelesaian permasalahan hukum baik di bidang pidana, perdata, dan tata 

usaha negara, maupun intelijen serta dalam hal pengalaman manajerial dan 

anatomi kelembagaan, sehingga dapat segera beradaptasi dalam pelaksanaan 

tugas-tugas seorang Jaksa Agung. Sedangkan, terhadap Jaksa Agung yang bukan 

berasal dari Jaksa karier, dari sisi kelembagaan Jaksa Agung yang terpilih 

mempunyai supporting system dari unsur pembantu pimpinan yaitu Wakil 

Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda sesuai dengan 

pembidangannya, sehingga Jaksa Agung yang bersangkutan dapat segera 

beradaptasi dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya.  

[3.17.2] Bahwa dalam konteks permohonan a quo perlu dibedakan persyaratan 

yang didalilkan Pemohon adalah dalam kaitan dengan syarat seseorang yang 

akan diangkat menjadi Jaksa sebagai pegawai negeri sipil dengan jabatan 

fungsional sehingga perlu menempuh berbagai jenjang pendidikan dan 

pengalaman agar dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang dapat 

terbentuk menjadi jaksa yang profesional. Termasuk salah satu pendidikan 

tersebut adalah calon Jaksa harus lulus PPPJ [vide Pasal 9 ayat (2) UU 11/2021]. 

Dengan demikian, bagi Jaksa karier yang kemudian diangkat oleh Presiden 

menjadi Jaksa Agung maka dengan sendirinya yang bersangkutan telah 



 

melaksanakan seluruh persyaratan jenjang pendidikan dimaksud. Namun, 

dalam hal Presiden mengangkat Jaksa Agung di luar karier atau non karier, 

bukan berarti orang tersebut tidak profesional karena jika hal tersebut terjadi 

justru akan merugikan kinerja Kejaksaan Agung, yang notabene juga kinerja 

Presiden. Sebab, Jaksa Agung yang diangkat tersebut merupakan pejabat negara 

yang memiliki tanggung jawab tertinggi atas Kejaksaan yang dipimpinnya, 

termasuk mengendalikan tugas, wewenang Kejaksaan dan tugas lain yang 

diberikan oleh negara sebagaimana ihwal demikian telah dipertimbangkan 

dalam Sub-paragraf [3.16.2]. Artinya, syarat-syarat yang menurut Pemohon 

“dibebankan” hanya kepada Jaksa, sesungguhnya juga merupakan bagian dari 

tanggung jawab Jaksa Agung, apakah yang berasal dari internal atau di luar 

Kejaksaan, untuk membentuk Jaksa yang profesional dalam melaksanakan 

kekuasaan negara di bidang penuntutan. Selain itu, berkaitan dengan syarat 

kepangkatan yang didalilkan Pemohon, telah menjadi bagian dari pertimbangan 

Mahkamah di atas bahwa Jaksa Agung adalah pejabat negara sehingga terhadap 

pengangkatannya tidak berlaku ketentuan golongan pangkat. Sementara itu, 

berkaitan dengan dalil Pemohon mengenai penambahan syarat tidak pernah 

dan tidak sedang terdaftar sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik 

karena berkelindan dengan pasal lain yang didalilkan Pemohon maka sekaligus 

akan dipertimbangkan di bawah ini. Dengan demikian, berdasarkan uraian 

pertimbangan hukum di atas, kekhawatiran Pemohon atas tidak profesionalnya 

Jaksa Agung yang diangkat dengan tidak memenuhi syarat lulus PPPJ, bukan 

sebagai Jaksa aktif atau Pensiunan Jaksa berpangkat jabatan terakhir paling 

rendah Jaksa Utama (IV/e) adalah tidak beralasan menurut hukum.  

[3.18] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan 

dalil Pemohon sepanjang pengujian konstitusionalitas norma Pasal 21 UU 

16/2004 yang perlu menambahkan syarat berupa larangan bagi Jaksa Agung 

untuk merangkap jabatan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. 

Terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai 

berikut:  

Bahwa jabatan Jaksa Agung memiliki peran strategis dalam penegakan 

hukum karena bersinggungan dengan prinsip kemerdekaan kekuasaan 

kehakiman sehingga menuntut hadirnya seorang Jaksa Agung yang dapat 

menjadi pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan. Oleh karena 

Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya berkaitan dengan kekuasaan 

kehakiman maka terhadap fungsinya tersebut harus dilaksanakan secara 

merdeka. Merdeka atau mandiri berarti adanya kebebasan bagi Jaksa Agung 

dari intervensi dan pengaruh seseorang, suatu kekuasaan pemerintah, partai 

politik dan pihak manapun dalam pengambilan keputusan serta kebijakan 

dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya di bidang penuntutan dan 

kewenangan lain berdasarkan ketentuan undang-undang. Dengan adanya 

kemandirian tersebut dapat dijamin terpenuhinya hak-hak warga negara atas 



 

pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang 

sama di hadapan hukum dalam proses peradilan pidana [vide Penjelasan Umum 

UU 11/2021].  

Bahwa untuk menjamin kemandirian Kejaksaan, ditinjau dari sisi 

rekrutmen, terdapat dua hal yang harus diperhatikan yaitu penguatan proses 

seleksi dan penguatan sistem yang mendukung proses seleksi/pengangkatan. 

Salah satu sistem rekrutmen yang dapat ditempuh adalah dengan membatasi 

keterlibatan pimpinan Kejaksaan, in casu Jaksa Agung, dari berbagai 

kepentingan partai politik. Oleh karena itu, pembatasan Jaksa Agung dari 

menjadi anggota suatu partai politik merupakan hal yang penting yang harus 

dipertimbangkan oleh Presiden sehingga fungsi penegakan hukum dapat 

berjalan sebagaimana mestinya. Dalam kaitan ini, apabila Jaksa Agung 

merupakan bagian dari partai politik maka batas waktu yang dipandang layak 

atau patut bagi Jaksa Agung yang akan diangkat, untuk terputus hubungannya 

dengan partai politik yang diikutinya minimal 5 (lima) tahun sebelum Jaksa 

Agung tersebut diangkat oleh Presiden. Ihwal pertimbangan demikian tidaklah 

mengurangi hak prerogatif Presiden karena dimaksudkan untuk menjaga 

independensi kedudukan lembaga Kejaksaan dalam melaksanakan tugas, 

fungsi, dan kewenangannya dalam upaya memperkuat penegakan hukum, yang 

merupakan bagian penting dari program kerja Presiden. Berdasarkan uraian 

pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon yang menghendaki adanya 

persyaratan tidak pernah dan tidak sedang terdaftar sebagai anggota dan/atau 

pengurus partai politik dalam ketentuan Pasal 20 UU 11/2021 dan Pasal 21 UU 

16/2004 adalah tidak beralasan menurut hukum.  

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di 

atas, Mahkamah berpendapat ketentuan norma Pasal 1 angka 3 dan Pasal 20 UU 

11/2021 serta Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 UU 16/2004 telah ternyata tidak 

menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan serta tidak melanggar 

kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagaimana dijamin oleh Pasal 1 ayat (3), 

Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) 

UUD 1945. Dengan demikian, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan 

menurut hukum untuk seluruhnya.  

[3.20] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak 

dipertimbangkan karena dinilai tidak ada relevansinya. 

 

F. AMAR PUTUSAN 

Menyatakan permohonan Pemohon untuk seluruhnya 

 

G. PENUTUP 



 

Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak 

ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh 

kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk 

umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi 

dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ penyelenggara 

negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, Putusan MK 

dalam Perkara Nomor 30/PUU-XXI/2023 yang menolak permohonan Pemohon 

atas pengujian Pasal 1 angka 3 dan Pasal 20 UU 11/2021 dan Pasal 19 ayat (2) 

dan Pasal 21 UU 16/2004  mengandung arti bahwa ketentuan pasal-pasal a quo 

tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan 

hukum mengikat.  
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